
BUPATI NGANJUK 
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK 
NOMOR 27 TAHUN 2022 

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA 

BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja Pemerintah 
Desa dan penerimaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 
2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada 
Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengain Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

* Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerinteih Nomor 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);

12 Tahun 2019 tentang
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 
Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 
Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 

Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Nganjuk Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 
Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Taihun 2022 
Nomor 3);

21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA 
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN DARI HASIL 
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK KEPADA 
PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) Pasal 7 dalam Peraturan 
Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa 
diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 7

(1) Bagian dari hasii pajak daerah dan retribusi daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan 
untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pembangunan desa.
(2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja 
operasional pemerintahan desa dan belanja aparatur.

(3) Belanja pembangunan desa digunakan untuk mendukung 
pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan 

umum.
(4) Alokasi belanja pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 45% (empat puluh lima 

persen).
(5) Alokasi belanja penyelenggaraan pemerintahan desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 
sebesar 10% (sepuluh persen).

(6) Alokasi belanja aparatur dalam rangka intensifikasi dan 
ekstensifikasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 45% (empat puluh 

lima persen).
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Nganjuk.
.1

Ditetapkan di Nganjuk 
pada tanggal 14 Oktober 2022

I" |U

Pit. BUPATI NGANJUK,
ttd.

It

MARHAEN DJUMADIDiundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.
Drs. MOKHAMAD YASIN. M.Si
Pembina Utama Madya 
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 27

lalm^ sesuai dengan aslinya 
:EPMiA BAGIAN HUKUM,
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H.. M.Si.SUTRISNO.
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Pembina /
NIP. 19680561 199202 1 001
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